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WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu
disusun Peraturan Walikota tentang konfirmasi status wajib
pajak dalam memberikan layanan publik tertentu,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian

Layanan Publik Tertentu di Kota Pariaman,
|

b.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir



10.

11.

12.

13.

14.

15.

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679:
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

5.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018

6.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011,

7.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan(Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor
27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010
Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Derah Kota
Pariaman Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 223),

8.

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2010 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Derah Kota
Pariaman Tahun 2010 Nomor 28),
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Derah
Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 36),
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 128),
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 129),
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak
Parkir (Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor
57, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 130),
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 131),
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Derah Kota Pariaman Tahun
2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 132),



16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Derah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 148),

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2018,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA
PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Pariaman.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
Walikota adalah Walikota Pariaman.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat5.
BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan7.

yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan
publik tertentu pada Perangkat Daerah.
Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.

8.

9.

10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTBadalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, cafe, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian

yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atan media yang bentukdan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

18.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilanmineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ataupermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

F

R

19.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara.

20.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

21.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22.Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

kepada masyarakat.
23.Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yangselanjutnya disingkat DPM,PTSP & NAKER
24.Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalahUnit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelayananKSWP.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini:
a. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak, dan
b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, dan
b. Tata cara pelaksanaan KSWP.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:
. nomor induk berusaha :

. surat izin usaha perdagangan,
izin lingkungan,

. izin lokasi:
izin mendirikan bangunan,
izin usaha jasa konstruksi ,

izin usaha industri :

. tanda daftar gudang :

izin usaha simpan pinjam koperasi
izin penyelenggaraan angkutan orang :

. izin mendirikan rumah sakit :

izin apotek :

.surat izin usaha perikanan ,

. izin toko obat ,

. izin lembaga pelatihan kerja, dan
. izin trayek.
. tanda daftar usaha pariwisata

a.

b.

d.

e.

f
g
h.
.

k.
1

m.

n.

P.

izin mendirikan dan penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non
formal

r.

izin praktek sektor kesehatan (dokter,bidan dan perawat,ro,apoteker)
t. izin klinik

p

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah
wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib
Pajak dapat langsung dicetak atau terkonfirmasi pada sistem aplikasi
KSWP daerah tidak ada terhutang atau lunas.
Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP daerah,
maka harus melakukan konfirmasi ke BPKPD Kota Pariaman untuk
mendapatkan Surat Keterangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan
KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan
sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang
telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Penyediaan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh BPKPD bersama Dinas Komunikasi dan informasi.

Pasal 8

Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan
layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
BPKPD memberikan keterangan berupa:
a. NPWPD:
b. nama Wajib Pajak, dan
c. jenis Pajak Daerah.
d. konfirmasi status wajib pajak

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
informasi yang terhubung antara BPKD dengan Perangkat Daerah yang
melaksanakan layanan publik tertentu.

Pasal 9

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) memuat status valid atau tidak valid.

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu
memenuhi ketentuan:
a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem

informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPKPD,
b. telah melakukan pembayaran :

1. (PBB-P2,
2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan,
3. Pajak Restoran,
4. Pajak Hotel,
5. Pajak Reklame,
6. Pajak MBLB,



7. Pajak Parkir :dan
8. Pajak Hiburan.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), aka harus melakukan konfirmasi ke BPKD untuk
mendapatkan Surat Keterangan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

() Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKPD dalam konsultasi,
monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal tt febrvar: 2021

TA PARIAMAN

|
GENIUS UMAR Y

Diundangkan di Pariaman TN

pada tanggal t4 februar 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN PT |

AHMAD ZAKRI TN
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 8


